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P E N E T A P A N 

Nomor 162/Pdt.G/2022/MS.Mrd 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili 

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat diajukan oleh : 

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Paru Cot, 21 Januari 1986, agama 

Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan 

Sekolah Dasar, tempat kediaman XXXXXXXXXXXXXXXX, 

Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh sebagai  PENGGUGAT,    

melawan 

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Menang Gini, 15 Maret 1982, agama 

Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama, tempat kediaman di 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Tamiang, 

Provinsi Aceh sebagai  TERGUGAT;  

 

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; 

Telah mendengar keterangan  Penggugat di muka sidang;  

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 23 Maret 2022 telah 

mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan 

Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 162/Pdt.G/2022/MS.Mrd, tanggal 10 

Agustus 2022  

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang 

sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak 
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menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil 

secara resmi dan patut;  

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat 

tidak hadir di persidangan; 

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati 

Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan 

berhasil; 

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya. 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu 

yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang 

dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari 

Penetapan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

seperti tersebut diatas;  

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena 

Tergugat tidak hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara 

menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk 

bercerai dan berhasil; 

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya  

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada 

tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang 

kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan 

Tergugat;  

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis 

menyatakan sah pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv;   

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang 

perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 

2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;  
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Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan perkara ini;  

M E N E T A P K A N 

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara 

Nomor162/Pdt.G/2022/MS.Mrd dari Penggugat 

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis 

Hakim yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 25 Agustus 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Yusnardi., 

S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Shoim, S.H.I dan Widia Fahmi, SH. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan 

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Khalid S.H.I., 

sebagai Panitera Penganti  serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya 

Tergugat 

Hakim Anggota,                                             Ketua Majelis, 

  

 

Shoim,S.H.I.                            Yusnardi,S.H.I.,M.H.                               

                                            

   

 

Widia Fahmi , S.H. 

 

 Panitera  Pengganti 
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Abdulm Khalid, S.H.I. 

 

 

 

Perincian Biaya : 

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,- 

Biaya Proses : Rp 50.000,00,- 

Biaya Pemanggilan : Rp 650.000,00,- 

Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00,- 

Biaya Redaksi : Rp 10.000.00,- 

Biaya Meterai : Rp 10.000,00,- 

Jumlah : Rp 770.000,00,- 

                              (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) 
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